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Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplor konsep perencanaan tata 

ruang berwawasan pangan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia, tetapi telah cukup lama terasing dari ilmu dan praktek perencanaan 

wilayah dan kota (PWK). Hal ini cukup disayangkan karena pengintegrasian isu 

pangan ke dalam PWK sangat penting, tidak hanya untuk mendukung ketahanan 

pangan masyarakat tetapi juga untuk mewujudkan kota dan wilayah yang 

berkelanjutan. Pengintegrasian pangan dan tata ruang dapat dilakukan dengan 

mewujudkan tata ruang kota dan wilayah yang mendukung ketersediaan, 

keterjangkauan dan kemanfaatan pangan serta pengolahan limbah pangan. 

Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa ragam topik penelitian dan 

perencanaan terkait PWK dan pangan yang sekiranya dapat diterapkan di 

Indonesia. Irisan antara PWK dan permasalahan pangan telah banyak 

didiskusikan di literatur internasional, tetapi masih cukup terbatas 

pembahasannya dalam konteks Indonesia. Dengan begitu diharapkan tulisan ini 

dapat berkontribusi pada literatur perencanaan di Indonesia dengan menyajikan 

konsep tata ruang berwawasan pangan yang sesuai dengan karakter, kondisi dan 

kebutuhan di dalam negeri. Artikel ini juga dapat menjadi panduan bagi para 

perencana dan peneliti di bidang ilmu PWK yang ingin berkontribusi dalam 

usaha mewujudkan ketahanan pangan. 

 

Abstract: This paper aims to explore the concept of food sensitive planning 

which is a relatively new approach in urban and regional planning (URP) 

discipline. Food is one of human basic needs, but unfortunately it has been 

neglected in planning research and practice for a quite long time. Integrating 

food considerations into URP is critical because it can enhance urban/regional 

food security and sustainability. The integration of food and planning can be 

achieved through creating urban and regional spaces that enhance food 

availability, accessibility and utilization. The ways in which planners can 

improve food waste management are also discussed in this paper. In addition, 

this paper also discusses various research and planning topics that are related 

to food and planning. Hence, more research and work that integrate planning 

and food can be developed in the near future. 
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1. PENDAHULUAN  

Konsep perencanaan kota berwawasan pangan terlahir dari kebutuhan untuk mewujudkan 

ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi dimana seluruh masyarakat (lintas batas 

Informasi Artikel: 
Diterima: 8 September 2022 
Naskah perbaikan: 29 Desember 
2022 
Disetujui: 20 Januari 2023 
Tersedia Online:31 Maret 2023 
 

Kata Kunci:  
Tata Ruang, Perencanan Wilayah 
dan Kota, Ketahanan Pangan, 
Sustainability 
 

Korespondensi: 
Sri Tuntung Pandangwati, Prodi 
Perencanaan Wilayah dan Kota, 
Universitas Gadjah Mada, 
Indonesia  
 

Email: 
sri.tuntung@ugm.ac.id 

OPEN ACCESS 

Vol. 5, No.2, 2022, pp. 100-116  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 
 Pandangwati/Reka Ruang, Vol. 5, No. 2 , 2022, 100-116 

 |101 
 

ruang dan waktu) dapat mengakses makanan yang cukup baik dari segi jumlah, keragaman jenis serta 

nutrisi (FAO, 2008). Ketahanan pangan tidak hanya soal memproduksi makanan yang cukup tetapi 

juga terkait masalah keterjangkauan makanan baik dari sisi harga maupun distribusi (Lang & Barling, 

2012; FAO, 2008). Selain itu, ketahanan pangan juga erat kaitannya dengan sistem pangan yang 

berkelanjutan karena ketahanan pangan tidak hanya fokus pada kondisi saat ini tetapi juga masa 

depan. Sistem pangan adalah sebuah rangkaian aktivitas mulai dari menanam tanaman pangan 

termasuk beternak dan budidaya ikan, distribusi, pengolahan, pemasaran, konsumsi serta pengelolaan 

sampah makanan (Ericksen, 2008; Ackerman et al., 2014; FAO, 2018). Sedangkan sistem pangan 

yang berkelanjutan adalah sistem pangan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi 

masyarakat saat ini dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi masa depan (FAO, 2018). Jadi, 

sistem pangan berkelanjutan tidak hanya fokus pada ketahanan pangan saat ini, tetapi juga 

memastikan ketersediaan dan menjaga kualitas sumber daya pertanian pada jangka panjang. Sistem 

pangan bekelanjutan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama yaitu 

menghasilkan keuntungan ekonomi, memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dan berdampak 

positif pada alam (FAO, 2018; Gliessman, 2014).  

Berkaca pada kondisi Indonesia saat ini, masih banyak yang harus dibenahi untuk mewujudkan 

ketahanan pangan dan sistem pangan yang berkelanjutan. Derasnya arus alih fungsi lahan pertanian 

ke non-pertanian dan menurunnya jumlah petani mengancam keberlanjutan produksi pangan. 

Setidaknya setiap tahun 100.000 hektar sawah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Pada tahun 

1986, sekitar separuh dari penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, 

tetapi pada tahun 2017 menurun menjadi hanya sekitar tiga puluh persen saja (Badan Pusat Statistik, 

2018). Lahan pertanian yang ada saat ini pun mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan 

pupuk dan pestisida kimia dalam jangka panjang (Rahmawati & Rudiarto, 2019; Marwantika, 2020). 

Selain itu, panjangnya rantai pasok pemasaran hasil pertanian menjadikan petani sulit mendapatkan 

harga yang menguntungkan (Miftah et al., 2019). Terpusatnya aktivitas pertanian dan peternakan di 

perdesaan dan melimpahnya komoditas impor serta menjamurnya rumah makanan cepat saji di 

perkotaan juga membuat masyarakat kota menjadi kurang peduli terhadap asal muasal makanan 

mereka dan jasa para petani (Van Holstein, 2017).  

Diskusi terkait permasalahan pangan dalam konteks PWK masih cukup terbatas. Permasalahan 

sumber daya air, perumahan, sistem transportasi dan infrastruktur, penghijauan kota, ekonomi kota, 

sistem energi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat telah lama menjadi fokus perhatian dari riset, 

praktik dan kurikulum pendidikan PWK. Namun, pangan yang juga merupakan salah satu dari 

kebutuhan pokok dasar manusia, baru mulai ramai diperbincangkan di ranah PWK pada sekitar tahun 

2000an (Pothukuchi & Kaufman, 2000; 1999). Hal ini terjadi mungkin karena pangan dianggap 

merupakan bagian dari ranah disiplin ilmu pertanian sedangkan PWK lebih fokus pada permasalahan 

fisik, infrastruktur dan keruangan dari kota dan wilayah. Padahal permasalahan pangan itu kompleks 

dan memiliki dimensi fisik keruangan juga seperti sistem distribusi dan rantai pasok pangan serta 

ketersediaan lahan dan sumber daya air. Jika peningkatan daya hidup dan kesejahteraan masyarakat 

merupakan tujuan dari perencanaan dan perancangan kota, sudah selayaknya permasalahan pangan 

juga menjadi perhatian dari para perencana dan perancang kota.  Di Indonesia, diskursus mengenai 

pangan dalam konteks PWK masih terbatas pada usaha preservasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (LP2B) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Disamping itu 

sebetulnya ada begitu banyak celah dan peluang bagi perencana dan perancang kota untuk ikut 

berkontribusi dalam usaha menciptakan keamanan dan kedaulatan pangan baik dalam skala 

komunitas, kota maupun regional. PWK sebenarnya dapat ikut berkontribusi dalam pemecahan 

masalah-masalah terkait pangan melalui intervensi-intervensi fisik keruangan. Selain itu, 

pertimbangan-pertimbangan terkait pangan apabila diintegrasikan dalam desain tata ruang dapat 

membantu juga dalam mewujudkan keberlanjutan wilayah dan kota.  

Artikel ini berupaya untuk mengisi gap tersebut dengan mengeksplorasi konsep perencanaan tata 

ruang berwawasan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan dua pertanyaan yang akan 

dijawab dalam artikel ini: (1) Seperti apa konsep perencanaan tata ruang berwawasan pangan yang 

sedang berkembang dalam dua dekade terakhir? (2) Apa saja topik-topik terkait pangan dan tata ruang 
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yang dapat diangkat dalam penelitian dan praktik PWK di Indonesia? Dengan lebih banyak lagi 

penelitian dan praktik perencanaan yang peka terhadap isu-isu pangan, diharapkan PWK bisa 

berkontribusi lebih jauh lagi dalam usaha mewujudkan ketahanan pangan khususnya di Indonesia. 

Artikel ini diawali dengan pembahasan mengenai urgensi konsep perencanaan berwawasan 

pangan. Setelah itu, disajikan penjelasan mengenai seperti apa konsep perencanaan berwawasan 

pangan dan bagaimana konsep ini berkembang dalam dua dekade terakhir. Kemudian, beberapa topik 

irisan antara PWK dan pangan dibahas dan diterjemahkan ke dalam konteks Indonesia. Penjelasan 

ini disertai dengan diskusi terkait bagaimana topik-topik ini dapat diangkat dalam riset dan praktik 

PWK di masa datang. Artikel ini kemudian ditutup dengan beberapa rekomendasi untuk kebijakan 

terkait riset dan praktik PWK agar dapat lebih peka terhadap isu-isu ketahanan pangan.  

 

2. URGENSI TATA RUANG BERWAWASAN PANGAN 

Bila dilihat lebih dalam, permasalahan-permasalahan ketahanan pangan tidak hanya terkait aspek 

pertanian tetapi juga mengandung unsur keruangan. Setiap aktivitas dalam sistem pangan 

membutuhkan ruang dan dapat diatur melalui tata ruang. Selain itu, perkotaan juga memiliki potensi 

untuk menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan terkait pangan tersebut. Misalnya, sampah 

perkotaan dapat dikomposkan menjadi pupuk dan lahan-lahan kosong perkotaan seperti lorong-

lorong gang di perkampungan, kolong jalan layang, teras-teras rumah, serta atap dan dinding 

bangunan bisa diubah menjadi lahan produktif. Berangkat dari hal tersebut, konsep perencanaan kota 

berwawasan pangan hadir dan memanggil para perencana untuk ikut serta dalam memperbaiki sistem 

pangan saat ini melalui mekanisme tata ruang, demi menuju sistem pangan berkelanjutan (Donovan 

et al., 2011; Morgan, 2013; Murphy et al., 2018; Haysom et al., 2020).  

Konsep perencanaan tata ruang berwawasan pangan tidak hanya penting untuk mewujudkan 

ketahanan pangan baik di tingkat komunitas, kota maupun wilayah, tetapi juga dapat mendukung 

terwujudnya kota yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan ruang-ruang di 

perkotaan sebagai lahan pertanian. Meskipun terlihat sepele, banyak penelitian yang menemukan 

bahwa lahan-lahan marginal di perkotaan apabila dikelola dengan baik, memiliki potensi untuk 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perkotaan (Pandangwati, 2015; McClintock et al., 2013; 

Hara et al., 2013; Haberman et al., 2014). Pengomposan sampah dari perkotaan yang dimanfaatkan 

untuk pertanian, tidak hanya meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap pupuk organik, tetapi 

juga dapat memperbaiki kualitas lingkungan dengan adanya pemilahan sampah dan berkurangnya 

sampah perkotaan (Dubbeling et al., 2016). Pertanian perkotaan juga bermanfaat untuk menambah 

ruang hijau perkotaan, meningkatkan rasa ruang (sense of place) dan apabila dikelola oleh masyarakat 

secara bersama-sama dapat meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat modal sosial (Putra et al., 

2019; Gallaher et al., 2013; Hynes & Howe, 2002). Dari sisi ekonomi, dengan menanam tanaman 

pangan, masyarakat perkotaan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka baik melalui 

penjualan hasil kebun maupun dari mengonsumsi hasil kebun sendiri sehingga dapat menghemat 

uang belanja (Purnomohadi, 2000; Korth et al., 2014; Vitiello & Wolf-Powers, 2014). Jadi, pertanian 

perkotaan dapat membawa manfaat pada ketiga pilar (triple bottom line) kota berkelanjutan yaitu 

ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Selain itu, pertanian perkotaan juga dapat membangun kembali koneksi antara masyarakat kota 

dengan makanan dan lingkungan hidup mereka. Dengan melihat kegiatan pertanian di sekitar mereka 

atau bahkan ikut terlibat dalam kegiatan menanam dan merawat tanaman pangan, masyarakat kota 

jadi lebih menghargai jerih payah petani dan pentingnya kelestarian lingkungan (King, 2008; Dimitri 

et al., 2016). Berkebun meningkatkan keterikatan manusia dengan lingkungan alam dan ini penting 

untuk mendukung terwujudnya kota berkelanjutan (Head & Atchison, 2009; Kennedy, 2017). 

Masyarakat juga secara tidak langsung dapat mengawasi proses penanaman untuk memastikan 

apakah prosesnya ramah lingkungan dan hasilnya aman untuk dikonsumsi. Dengan adanya kegiatan 

pertanian di perkotaan, masyarakat kota yang telah sekian lama terpisah dari aktivitas pertanian dapat 

kembali menjalin keterikatan pada sistem pangan mereka (Van Holstein, 2017; Verbeek, 2019). 
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Masyarakat jadi lebih sadar akan pentingnya pertanian. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat 

mendukung usaha-usaha mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan.  

 

3. MENDEFINISIKAN PERENCANAAN TATA RUANG BERWAWASAN PANGAN 

Perencanaan berwawasan pangan adalah proses perencanaan wilayah dan kota yang 

memperhatikan isu ketahanan pangan dan dampak tata ruang terhadap keberlanjutan sistem pangan 

baik di tingkat komunitas, kota maupun wilayah yang lebih luas (Donovan et al., 2011; Morgan, 2013; 

Murphy et al., 2018; Haysom et al., 2020). Beberapa istilah terkait perencanaan tata ruang 

berwawasan pangan yang digunakan dalam literatur internasional antara lain: Food sensitive urban 

planning and design (Donovan et al., 2011), food system planning (Zhong et al., 2021; Brimblecombe 

et al., 2015; Vitiello and Brinkley, 2014; Pothukuchi and Kaufman; 1999), planning for urban food 

security (Toriro, 2021), dan urban food planning (Ilieva, 2020; Penazzi & Accorsi, 2019; Calori et 

al., 2017; Morgan, 2013). Istilah-istilah tersebut tergolong baru dalam literatur PWK. Istilah food 

system planning pertama kali diperkenalkan oleh Pothukuchi dan Kaufman (1999) sekitar dua dekade 

yang lalu. Dalam artikelnya, mereka menekankan pentingnya peran institusi perkotaan untuk 

menempatkan permasalahan sistem pangan dalam agenda perkotaan. Sebenarnya aplikasi konsep 

food system planning sudah ada jauh sejak lama tetapi tersembunyi di balik terminologi perencanaan 

lainnya seperti misalnya perencanaan dan pengembangan perdesaan atau perencanaan kawasan 

agropolitan (Brimblecombe et al., 2015). Namun, isu-isu pangan belum menjadi isu-isu strategis 

melainkan menjadi komponen kecil dari beberapa tema PWK. Saat ini, ilmuwan dan praktisi 

perencanaan telah banyak mengembangkan istilah-istilah baru yang intinya menekankan pentingnya 

pertimbangan-pertimbangan terkait ketahanan pangan dalam penyusunan tata ruang. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sistem pangan terdiri dari empat komponen aktivitas yaitu 

produksi, distribusi, konsumsi dan pengolahan sampah makanan (Ericksen, 2008; Ackerman et al., 

2014; FAO, 2018). Maka, perencanaan yang berwawasan pangan harus memperhatikan empat 

komponen sistem pangan tersebut. Perencanaan berwawasan pangan bertujuan untuk memberikan 

dampak positif terhadap permasalahan ketahanan pangan baik dari aspek ketersediaan, 

keterjangkauan, pemanfaatan dan pengelolaan sampah pangan. Selain itu, PWK juga dapat 

melakukan intervensi terkait isu-isu kesetaraan, kedaulatan dan keadilan pangan, hubungan desa-

kota, penerapan teknologi cerdas, kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta urban 

food governance. Isu-isu tersebut juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan beberapa komponen 

sistem pangan.  

Gambar 1 berikut mengilustrasikan konsep perencanaan berwawasan pangan yang merupakan 

hasil rangkuman dari literatur terkini terkait ketahanan pangan dan PWK. Gambar ini merangkum 

beberapa topik irisan antara PWK dan ketahanan pangan yang telah dibahas dalam literatur dan 

penelitian terdahulu. Beberapa topik seperti food desert and food foraging merupakan terminologi 

asing sehingga perlu untuk diterjemahkan ke dalam konteks Indonesia. Berikut merupakan penjelasan 

lebih detail terkait topik-topik irisan antara PWK dan ketahanan pangan dan penerjemahannya untuk 

riset dan praktik PWK di Indonesia. Topik-topik ini dikelompokkan menjadi lima: (1) Ketersediaan 

pangan, (2) Keterjangkauan pangan, (3) Pemanfaatan pangan, (4) Pengelolaan sampah pangan, dan 

(5) Lintas dimensi sistem pangan. 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Perencanaan Berwawasan Pangan 

3.1 Ketersediaan Pangan 

Untuk menjamin ketersediaan pangan, PWK dapat mengintervensi ketersediaan lahan pertanian 

melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Kassis, 2021; Perrin, 2013). Saat ini, Indonesia 

telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur preservasi lahan pertanian. 

Peraturan ini memberikan tugas kepada pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten untuk 

mengidentifikasi lahan-lahan mana saja yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) dan mengaturnya dalam Perda. Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B tidak 

dapat dialihfungsikan ke guna lahan non pertanian selama 20 tahun. Namun, implementasinya di 

daerah masih belum efektif karena beberapa hal, salah satu diantaranya kurangnya koordinasi antar 

pemerintah daerah dan konflik antara kebutuhan pengembangan daerah dengan usaha 

mempertahankan keberadaan lahan pertanian (Bappenas, 2015).  

Bersamaan dengan usaha pengendalian alih fungsi lahan pertanian, perencanaan kota juga dapat 

mengintervensi ketersediaan pangan dengan mengakomodasi kegiatan pertanian perkotaan (Marat-

Mendes et al., 2021; Carzedda et al., 2021). Kegiatan pertanian perkotaan (urban agriculture) 

sebetulnya bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Sejak jaman dahulu, masyarakat telah 

memanfaatkan tanah pekarangan untuk memelihara ternak atau ikan, menanam berbagai macam 

umbi-umbian, sayur mayur, rempah dan buah-buahan (lumbung/warung hidup) serta tanaman obat 

(Ashari & Purwantini, 2012). Kampanye pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan cukup 

marak pada tahun 70-80an, tetapi kemudian meredup (Ashari & Purwantini, 2012). Pada satu dekade 

terakhir ini, pertanian perkotaan baik yang memanfaatkan pekarangan maupun lahan-lahan komunal 

semakin marak kembali di Indonesia (Pasha et al., 2014; Puriandi, 2013). Hal ini sejalan dengan 

dikembangkannya program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dikembangkan oleh 

Kementerian Pertanian untuk menggalakkan kembali pemanfaatan pekarangan untuk sumber pangan 

keluarga. Selain itu, pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga juga merupakan 

bagian dari kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (Republik Indonesia, 2006). Peran inisiatif 

komunitas akar rumput seperti komunitas Indonesia berkebun, juga sangat signifikan dalam 

perkembangan pertanian perkotaan di Indonesia (Indonesia Berkebun, 2015). Pertanian perkotaan 

dalam program KRPL tidak hanya terkait dengan kegiatan menanam tetapi juga terkait penyediaan 
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fasilitas bank benih komunitas. Untuk menjamin ketersediaan pangan yang beragam dalam jangka 

panjang dan kelestarian varietas tanaman pangan lokal, keberadaan fasilitas bank benih terutama di 

level komunitas sangat penting. 

Namun, sejauh ini kegiatan pertanian perkotaan ini belum diakomodasi dan dikoordinasikan 

dalam rencana tata ruang di Indonesia. Meskipun begitu, Jakarta telah memiliki Desain Besar 

Pertanian Perkotaan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2018). Perencanaan tata ruang berpotensi 

untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan misalnya dengan mengidentifikasi lahan-lahan 

kosong yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian dan menjembatani antara komunitas petani 

kota dengan pemilik lahan tersebut. Gerakan 3000acres di Melbourne, Australia sejak tahun 2014, 

telah berhasil mentransformasi banyak lahan perkotaan yang kurang dimanfaatkan (seperti tepian 

jalan, area parkir yang kosong, tanah pekarangan kosong) menjadi kebun pangan komunitas 

(community garden) (Schwartz, 2014). 3000acres menjembatani kebutuhan komunitas kota yang 

ingin bertani dengan memberikan pelatihan bertani dan membantu mereka mengakses lahan-lahan 

kosong di perkotaan dengan memetakan lahan-lahan kosong yang potensial dengan cara 

crowdsourcing dan menghubungkan komunitas dengan pemilik lahan baik pemerintah maupun 

pribadi atau perusahaan swasta. Hal semacam ini tentu saja bisa diadopsi dan diakomodasi dalam 

proses perencanaan kota.  

Perancangan sistem pertanian perkotaan ini juga dapat dirancang secara lebih detail dalam 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sehingga lokasi dan desainnya dapat terintegrasi 

dengan aspek-aspek perancangan kota lainnya seperti infrastruktur kota, pencahayaan matahari dan 

estetika visual. Penyediaan dan lokasi sarana-prasarana pertanian kota juga bisa diintegrasikan 

dengan sarana-prasarana yang ada baik di level kota maupun wilayah. Misalnya integrasi sarana 

persampahan dengan unit pengolahan pupuk organik. Selain itu, bisa juga dilakukan integrasi 

jaringan drainase dan sarana penampungan air hujan dengan irigasi pertanian kota. Pertanian kota 

juga dapat menjadi bagian dari strategi ruang terbuka hijau (RTH) dengan menerapkan konsep 

productive landscape baik dengan menanam tanaman yang bisa dikonsumsi (edible) seperti sayur, 

buah dan herbal sebagai pengganti tanaman dekoratif (Gambar 2) atau membangun community 

garden di RTH yang ada (Gambar 3) (Akyol & Eşbah Tunçay, 2012; Coles & Costa, 2018). Selain 

itu, perlu juga diperhatikan mengenai desain dan lokasi perikanan dan peternakan kota. Diperlukan 

desain dan alokasi ruang yang baik agar kegiatan perikanan dan peternakan bisa diakomodir di 

perkotaan dan tidak mengganggu kenyamanan di permukiman. Integrasi pertanian dan perikanan 

seperti model aquaponics juga sesuai untuk diterapkan di perkotaan (Pollard et al., 2017; Wirza & 

Nazir, 2021).  

 

    

Gambar 2. Pertanian Perkotaan di Kadipaten (kiri) dan Bausasran (kanan), Yogyakarta  
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Gambar 3. Sebuah community garden di Warrpark, Brunswick, Australia. 

PWK juga dapat berkontribusi dalam penyediaan ruang untuk kegiatan penyimpanan suplai 

pangan perkotaan. Memenuhi kebutuhan pangan penduduk perkotaan seringkali tidak cukup apabila 

hanya mengandalkan hasil produksi internal wilayah perkotaan. Oleh karena itu diperlukan fasilitas 

penyimpanan stok pangan seperti food hub, cold storage dan lumbung pangan desa, yang penting 

untuk menampung persediaan makanan baik dari dalam maupun dari luar wilayah perkotaan sebelum 

didistribusikan (Prost, 2019; Pramudita et al., 2020). Selain itu, PWK juga perlu menyediakan ruang 

untuk kegiatan pengolahan pangan. Beberapa jenis pangan terutama sayur dan buah mudah busuk 

dan tidak bisa disimpan dalam waktu lama, sehingga banyak yang berakhir di tempat sampah. Bahan 

makanan tersebut perlu diolah agar bisa disimpan dalam waktu yang relatif lebih lama. PWK perlu 

menyediakan fasilitas pengolahan produk pertanian baik di pedesaan maupun perkotaan. Selain untuk 

menjamin ketersediaan pangan, hal ini juga bisa menambah nilai ekonomi produk pertanian. Fasilitas 

penyimpanan dan pengolahan ini penting untuk menjamin ketersediaan pangan di masa bencana, 

paceklik atau krisis. 

 

3.2 Aksesibilitas dan Distribusi Pangan 

Pertanian perkotaan tidak hanya penting dari sisi penyediaan pangan perkotaan, tetapi juga dapat 

menjadi strategi untuk meningkatkan keterjangkauan pangan. Pengembangan pertanian di kawasan 

permukiman perkotaan dapat mendekatkan penduduk dengan sumber pangan sehingga meningkatkan 

akses terhadap bahan pangan segar. Hara et al. (2013) meneliti sebuah kebun sayur organik di Manila, 

Filipina, dan menemukan bahwa masyarakat sekitar lebih memilih membeli sayuran dari kebun 

tersebut karena dekat dari rumah mereka. Masyarakat juga mengatakan bahwa mereka dapat 

menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu jauh-jauh pergi ke toko atau supermarket. Dari segi 

harga, membeli sayuran organik langsung dari petani juga jauh lebih ekonomis dari pada membeli 

dari supermarket. Di Indonesia harga sayuran bisa dikatakan sangat terjangkau karena harganya 

relatif murah, keberadaan warung-warung sayur di permukiman dan cukup banyak pedagang sayur 

keliling. Kemudahan ini perlu dipertahankan melalui tata ruang dan jangan sampai pudar dengan 

dominasi pusat-pusat perbelanjaan besar. Komoditas-komoditas tertentu seringkali harganya meroket 

pada musim-musim tertentu seperti cabai dan bawang. Selain itu, sayuran organik masih relatif 

kurang terjangkau karena belum banyak yang dipasarkan langsung ke permukiman kecuali yang 

menggunakan sistem online shop. Hal ini dapat menjadi peluang bagi PWK untuk mengakomodasi 

pertanian organik atau penanaman komoditas sayur/buah yang tinggi harga jualnya baik yang sifatnya 

komersial maupun non-komersial di area permukiman. 

Di negara-negara maju isu aksesibilitas pangan seperti food desert menjadi permasalahan yang 

cukup signifikan di daerah perkotaan. Food desert merupakan daerah dimana penduduknya kesulitan 
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untuk mengakses makanan-makanan segar seperti buah dan sayur baik karena tempat tinggal mereka 

jauh dari pasar ataupun karena harga sayuran yang terlampau mahal. Dengan begitu masyarakat yang 

tinggal di sana biasanya tergantung pada makanan cepat saji yang harganya lebih terjangkau namun 

mengandung kalori yang terlalu tinggi dan nutrisi mikro yang rendah (Whelan et al., 2002). Hasilnya 

timbul masalah kesehatan masyarakat seperti obesitas (Chen et al., 2010). Meskipun tidak seekstrim 

di negara maju, fenomena food desert sebenarnya juga sudah mulai terasa di kota-kota besar di 

Indonesia. Gerai makanan dan minuman cepat saji, warung-warung makan dan pedagang asongan 

menjamur di berbagai sudut kota tetapi mungkin di beberapa tempat cukup sulit untuk mendapatkan 

makanan segar seperti sayur dan buah. Meskipun sudah ada banyak penelitian terkait kemiskinan dan 

akses pangan baik di perkotaan maupun perdesaan (Meliala & Sihombing, 2012; Nurjanah et al., 

2021), tetapi penelitian terkait food desert belum banyak dilakukan di dalam negeri. Penelitian terkait 

food desert dapat diadopsi dalam konteks Indonesia dengan mengidentifikasi area-area permukiman 

mana saja yang memiliki aksesibilitas rendah terhadap sumber-sumber pangan sehat yang terjangkau. 

Selain itu identifikasi sumber-sumber pangan lokal alternatif juga dapat berkontribusi untuk 

mengatasi food desert di area perdesaan. Penelitian terkait strategi bertahan masyarakat untuk 

mengatasi kemiskinan dan keterbatasan akses pangan juga masih perlu untuk dieksplorasi lebih 

lanjut. Bentuk-bentuk perencanaan yang bisa dilakukan dapat berupa perencanaan pengembangan 

pertanian perkotaan yang juga dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki akses terhadap 

bahan makanan segar dan sehat dan juga memperbaiki kesehatan masyarakat (Trompette Jr, 2014; 

Puhl, 2011).  

Selain memberikan ruang untuk kegiatan pertanian di permukiman (termasuk perikanan dan 

peternakan), perlu juga dipikirkan mengenai jalur sirkulasi distribusi dan pemasaran hasil produksi 

pertanian. Misalnya bagaimana hasil dari kebun-kebun petani kota disalurkan ke warung sayur, 

rumah makan atau rumah penduduk di sekitarnya. Selain untuk konsumsi rumah tangga, hasil 

pertanian apabila melimpah juga bisa dijual ke warung atau pedagang makanan bahkan restoran. 

Misalnya sawi bisa dijual ke pedagang mie ayam, seledri dan cabai bisa disalurkan ke pedagang bakso 

dan soto, ikan lele dan nila bisa dijual ke warung pecel lele. Perencanaan lokasi kebun pangan 

perkotaan perlu juga memperhatikan kedekatan dengan outlet-outlet pemasaran ini. Fasilitas untuk 

mewadahi barter hasil panen (food swap) lintas komunitas lintas daerah juga merupakan suatu 

kegiatan yang bisa difasilitasi dalam tata ruang dan bagus untuk meningkatkan akses terhadap 

beragam jenis pangan. Pada level wilayah, perlu juga diidentifikasi bagaimana rantai distribusi dari 

hasil panen para petani. Penelitian yang dapat dilakukan terkait dengan hal ini yaitu pengukuran 

panjang rantai distribusi (food miles) dari berbagai macam bentuk komoditas pangan di sebuah 

wilayah. Selain itu, PWK dapat juga mengintervensi rantai pasok makanan dari pedesaan yang masuk 

ke kota misalnya dengan penyediaan fasilitas “pasar tani” dimana petani dari desa dapat menjual 

produknya langsung kepada masyarakat seperti yang dikenal sebagai farmers’ market di negara-

negara maju (Gambar 4 kanan). Di Indonesia, meskipun belum banyak, pasar semacam ini juga sudah 

ada beberapa tempat contohnya di Yogyakarta (Gambar 4 kiri).  

Distribusi pangan juga perlu diperhatikan dalam tata ruang. Sejauh apa makanan kita menempuh 

perjalanan dari tempat mereka ditanam sampai ke meja makan (food miles)? Berapa besar energi yang 

dikeluarkan untuk menempuh perjalanan tersebut? Bisakah perjalannya diperpendek melalui 

intervensi keruangan? Bisakah tata ruang mendukung produk petani lokal yang sering kalah bersaing 

dengan produk impor? Bagaimana peran street foods, pedagang kaki lima dalam peningkatan 

aksesibilitas pangan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dipikirkan dan dirumuskan 

solusinya oleh para perencana. Distribusi pangan juga menyangkut isu pemerataan akses pangan. 

Akses pangan yang sehat dan terjangkau juga harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat 

perkotaan. Dalam era digital dan maraknya jasa pengantaran makanan, perencana juga perlu untuk 

mengeksplor keberadaan dan peran ghost kitchen dalam aksesibilitas pangan perkotaan terutama di 

masa krisis (Festivalia & Swantari, 2022).  
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Gambar 4. Pasar Organik Milas di Yogyakarta (kiri) dan farmers’ market di University of 

Melbourne (kanan) 

 

3.3 Pemanfaatan Pangan 

Pemanfaatan pangan berkaitan dengan keragaman pangan dan gizi, oleh karena itu penting untuk 

memberikan mengampanyekan pentingnya konsumsi beragam jenis makanan. Hal ini penting tidak 

hanya bagi kesehatan dan gizi masyarakat tetapi juga dapat mendukung keanekaragaman hayati 

dalam pertanian. Apabila pola konsumsi dan permintaan pangan dari masyarakat beragam, maka 

petani dan pengusaha pangan juga diharapkan terdorong untuk menghasilkan dan menyediakan 

komoditas pangan yang beragam pula. Secara spasial, desain kawasan juga bisa mengakomodasi 

promosi pentingnya keanekaragaman pangan dengan pemasangan papan-papan untuk 

menginformasikan mengenai nama, manfaat dan kandungan nutrisi dari berbagai jenis tanaman 

herbal, sayur dan buah yang tumbuh di taman kota, community garden dan lahan pertanian kota 

lainnya (Gambar 5). Fasilitas semacam ini penting untuk mengedukasi masyarakat tentang 

keanekaragaman pangan dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kegemaran makan sayur dan 

buah. Keanekaragaman pangan juga dapat didukung dengan penyediaan fasilitas bank benih 

komunitas yang memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap beragam jenis tanaman 

sepanjang waktu. Bank benih berfungsi sebagai sarana menyimpan beragam jenis benih tanaman 

pangan terutama yang langka dan hampir punah.  

 

    

Gambar 5. Contoh papan informasi di taman-taman di Melbourne, Australia yang bisa juga 

diadopsi sebagai sarana edukasi di situs-situs pertanian perkotaan 

Permasalahan pemanfaatan pangan juga terkait dengan status gizi dan angka stunting di suatu 

daerah. PWK dapat berkontribusi dalam perbaikan status gizi masyarakat dengan penelitian mengenai 
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pemetaan daerah-daerah rawan pangan atau daerah yang tinggi angka stuntingnya serta 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Selain itu, penelitian terkait bagaimana meningkatkan 

status gizi masyarakat melalui intervensi tata ruang juga masih perlu untuk digali lebih lanjut. Di area 

perkotaan, pemetaan daerah-daerah yang penduduknya memiliki tingkat obesitas tinggi juga penting 

untuk dilakukan. Selain itu, isu pemanfaatan pangan ini juga berkaitan dengan aspek budaya. 

Penelitian mengenai preferensi makanan berdasarkan aspek kultural dari masyarakat di suatu daerah 

juga penting untuk dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan dari sisi budaya. 

Perilaku food foraging juga perlu dieksplor lebih lanjut di Indonesia. Meskipun food foraging ini 

baru-baru ini banyak muncul di negara barat, nampaknya konsepnya sudah banyak juga diterapkan 

oleh masyarakat pedesaan di Indonesia. Food foraging adalah kegiatan mencari bahan makanan dari 

tanaman-tanaman liar di sekitar kita (McLain et al., 2014; Brandner & Schunko, 2022). Alternatif 

tradisional seperti ini banyak dieksplor di masa modern seperti sekarang ini sebagai kritik terhadap 

sistem pangan komersial/industrial yang ada saat ini. Di Jawa, masyarakat mengenal konsep ini 

dengan istilah ramban. Penelitian PWK perlu juga untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan lokal 

masyarakat adat di Indonesia yang mungkin sejalan dengan konsep food foraging. Identifikasi lokasi 

tanaman-tanaman liar yang dapat dimakan (edible) dan bagaimana mempromosikannya kepada 

masyarakat melalui intervensi keruangan juga bisa dilakukan oleh para perencana. Penelitian di 

bidang PWK juga bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi yang banyak dijadikan tempat food foraging 

oleh masyarakat dan datanya digunakan sebagai masukan untuk perencanaan dan pengelolaan ruang 

terbuka hijau perkotaan seperti yang dilakukan Brandner & Schunko (2022). Para perencana juga 

bisa mengeksplorasi perilaku food foraging dan menganalisisnya dalam konteks perencanaan dan 

pengelolaan ekosistem perkotaan seperti yang dilakukan (McLain et al., 2014). Dari sisi perencanaan, 

konsep food foraging dapat diakomodir dalam perencanaan atau perancangan ulang dari sebuah RTH 

atau kawasan permukiman, sebagai strategi untuk penganekaragaman sumber pangan di perkotaan.  

 

3.4 Pengelolaan Sampah Pangan 

Sampah yang seringkali menjadi masalah di perkotaan dan terbuang sia-sia di TPA (tempat 

pembuangan akhir) bisa dipilah dan dikomposkan sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk 

menyuburkan taman dan lahan pertanian baik di kota maupun desa. Hal ini tidak hanya meningkatkan 

akses masyarakat terhadap pupuk organik, tetapi juga dapat memperbaiki kualitas lingkungan kota 

dengan adanya pemilahan sampah dan berkurangnya sampah perkotaan. Sampah terutama sampah 

dapur juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan ikan di perkotaan. Kotoran ternak apabila 

diolah bersama sampah organik perkotaan lainnya juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik 

Kotoran ikan juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami dengan memanfaatkan sistem akuaponik 

yang mengombinasikan pertanian dengan media air (hidroponik) dan perikanan konvensional.  

Pengomposan sampah organik sudah banyak diimplementasikan di kota-kota bahkan di level 

komunitas dan rumah tangga. Namun, perlu intervensi dari aspek tata ruang untuk mengoptimalkan 

usaha pengelolaan sampah organik ini, terutama terkait pengelolaan jaringannya. Perencana harus 

memetakan dimana saja sumber sampah organik ini, dimana lokasi pengomposan komunal yang 

mudah diakses, siapa yang akan mengelola proses pengomposan ini, dan kemana kompos akan 

disalurkan. Jaringan pengomposan sampah perkotaan ini tidak cukup hanya dilakukan pada level 

perumahan saja karena sampah organik juga banyak yang berasal dari pasar, rumah makan dan 

industri pengolahan makanan. Contohnya di South Melbourne Market, Australia, sampah sayur dan 

buah dari pasar diangkut dua minggu sekali ke sebuah fasilitas di pinggir kota untuk diolah menjadi 

kompos dengan bantuan jutaan cacing (worm composting) kemudian komposnya salurkan ke toko-

toko pertanian untuk dijual (South Melbourne Market, 2017). Inovasi semacam ini selain baik untuk 

lingkungan, bermanfaat juga untuk secara ekonomi. 

 

 

 

3.5 Lintas dimensi sistem pangan 



 
Pandangwati/Reka Ruang, Vol. 5, No. 2 , 2022, 100-116 

110| 
 

Bagian ini membahas mengenai beberapa konsep yang dapat diaplikasikan untuk berbagai 

dimensi ketahanan pangan. Misalnya topik-topik seperti pemanfaatan teknologi cerdas, kelestarian 

lingkungan dan pembangunan ekonomi lokal dapat diaplikasikan untuk keempat dimensi ketahanan 

pangan. Teknologi cerdas dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi pangan seperti 

pengembangan smart dairy farming yang terintegrasi dengan pengembangan desa cerdas 

(Vuppalapati et al., 2017) dan juga dapat digunakan untuk membantu pemasaran digital dari hasil 

pertanian atau peternakan (Mim, 2021). Dalam konteks sistem pangan, Maye (2019) menawarkan 

konsep “smart food city” yang berusaha mengintegrasikan perencanaan kota cerdas dengan inovasi 

sistem pangan perkotaan. Penelitian terkait aspek-aspek kelestarian lingkungan juga dapat dilakukan 

mulai dari konteks produksi pangan sampai dengan pemanfaatan limbah pangan. Eksplorasi 

mengenai bagaimana tiap-tiap komponen sistem pangan dan dimensi ketahanan pangan dapat 

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung kelestarian lingkungan juga 

penting untuk diakomodir dalam penelitian PWK.  

Selain itu beberapa topik analisis dan perencanaan pada level sistem pangan juga dapat dilakukan 

dalam PWK, misalnya topik penelitian terkait agroekologi perkotaan yang sudah mulai berkembang 

di literatur terkini (Altieri & Nicholls, 2020; Egerer & Cohen, 2020; Head & Atchison, 2009). Konsep 

agroekologi perkotaan berkembang dengan maraknya praktik pertanian perkotaan. Konsep ini tidak 

hanya mencakup tatanan sistem ekologis dari pertanian perkotaan tetapi juga melingkupi dimensi 

sosial dan interaksi antara manusia dengan lingkungan perkotaan di sekitarnya. Isu-isu lain seperti 

equity, sovereignty dan justice juga dapat digunakan untuk menganalisis sistem pangan (Larder, 2017; 

Thiemann & Roman-Alcalá, 2019; Judelsohn, 2021; Raja et al., 2022). Selain itu, penelitian yang 

fokus menganalisis sistem pangan dari sisi keterkaitan desa kota (rural-urban linkages) juga sudah 

banyak sekali dibahas di literatur (Haase & Tötzer, 2012; Adhikari, 2012; Forster et al., 2014; 

Djurfeldt, 2015; Jablonski et al., 2018; Egal & Forster, 2020; Pangarso, 2020). PWK juga dapat 

mengembangkan penelitian atau perencanaan sistem pangan yang fokus pada pengembangan 

ekonomi lokal baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam ranah kebijakan dan pemerintahan, topik 

urban food governance (Smit, 2018; Sonnino, 2019) juga masih terus berkembang dan eksplorasi 

terkait aspek kebijakan dan pengelolaan pangan perkotaan masih perlu dilakukan di Indonesia.  

 

4. KESIMPULAN 

Artikel ini menyajikan gambaran umum dari konsep perencanaan kota berwawasan pangan yang 

disintesis dari literatur yang ada terkait PWK dan ketahanan pangan. Terdapat beragam topik terkait 

perencanaan dan ketahanan pangan yang relevan untuk konteks Indonesia yang masih perlu untuk 

dieksplorasi lebih lanjut. Sejauh ini, riset dan praktek perencanaan terkait pangan di Indonesia masih 

terbatas pada isu-isu ketersediaan lahan pertanian, pengembangan kawasan agropolitan dan 

pembangunan desa/perdesaan. Padahal ketahanan pangan itu tidak hanya terkait ketersediaan pangan 

saja tetapi juga mencakup dimensi aksesibilitas dan pemanfaatan. Dari sisi sistem rantai pasok 

pangan, ketahanan pangan juga seringkali dikaitkan dengan proses-proses pengolahan, pemasaran, 

distribusi, konsumsi dan juga pengelolaan limbah pangan. Irisan dari berbagai dimensi ketahanan 

pangan ini dengan perencanaan menghasilkan banyak peluang topik-topik perencanaan dan riset yang 

kemudian dalam artikel ini, dirangkum menjadi sebuah kerangka dari konsep perencanaan 

berwawasan pangan. 

Namun, penerjemahan konsep ini di ranah praktikal sangat bergantung pada kondisi di lapangan. 

Tiap kota dan daerah memiliki kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan alam yang berbeda-beda. 

Implementasi konsep perencanaan berwawasan pangan ini tentunya perlu disesuaikan dengan situasi, 

isu strategis, permasalahan dan potensi yang ada di suatu kota atau daerah. Kerangka konseptual dari 

perencanaan berwawasan pangan yang disajikan dalam artikel ini dapat digunakan sebagai landasan 

atau sumber inspirasi bagi para perencana dan peneliti PWK di berbagai daerah di Indonesia untuk 

mengembangkan lebih banyak lagi praktek dan riset yang menghubungkan antara perencanaan dan 

isu-isu ketahanan pangan. Akan tetapi, kreativitas dan inovasi para perencana di daerah sangat 

diperlukan untuk mengembangkan konsep ini sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di daerah. 
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Diharapkan di masa mendatang, semakin banyak lagi praktek dan penelitian di bidang PWK yang 

berkontribusi pada permasalahan pangan baik di tingkat komunitas atau kawasan, kota/kabupaten 

maupun di tingkat nasional dan regional.  
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